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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of corporate governance on the disclosure of intellectual 

capital in companies. The sample used consists of some manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2020. 

This study uses multiple regression analysis by conducting analysis on manufacturing companies 

using purposive sampling method. The number of samples in the study used was 150 companies. 

The results show that the size of the board of commissioners, the independence of the board of 

commissioners has a positive and significant effect on the company's intellectual capital research. 

Furthermore, for blockholder ownership, government ownership and board tenure have a negative 

and significant effect on intellectual capital. 

 

Keywords: Corporate Governance, Disclosure of the Company's intellectual capital, Characteristics 

of the Board of Commissioners, Ownership Structure. 

 

PENDAHULUAN 

. Laporan keuangan konvensional perusahaan adalah dasar untuk mengekspresikan 

bagaimana pengambilan keputusan investasi itu diambil. Kesejahteraan pasar, serta investor 

bergantung pada data yang diberikan dalam suatu laporan keuangan (CFA, 2007). Meskipun penting, 

pernyataan ini memiliki kekurangan dari perspektif pasar modal (Schuster & O’Conell, 2006). 

Sebagai contoh, banyak perusahaan yang terdaftar didorong oleh penciptaan dan penggunaan aset 

tidak berwujud, seperti modal intelektual/intellectual capital (IC). Aset yang penting ini 

berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing perusahaan (OECD, 2012). 

Guthrie dan Petty (2000) beranggapan bahwa aset tidak berwujud, termasuk IC memiliki 

potensi untuk meningkatkan pasar modal secara efisien. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa 

sebagian besar pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan IC, pelaporan keuangan tradisional tidak 

menyajikan kerangka kerja untuk pengungkapan tersebut (CFA, 2007). Untuk menghadapi 

keterbatasan ini, Petty & Cuganesan (2005) menyatakan bahwa informasi ini dilaporkan sukarela 

(voluntary) oleh perusahaan, untuk mewujudkan kebutuhan informasi pemangku kepentingan yang 

lebih layak. Dampaknya, banyak perusahaan dalam upaya mewujudkan permintaan pasar untuk 

informasi yang lebih andal, telah mulai secara sukarela menyempurnakan pelaporan keuangan 

tradisional mereka dalam wujud narasi, nonkeuangan (Abeysekera & Guthire, 2005; Haji & Ghazali, 

2013). 

Keenan & Aggestam (2001) juga menemukan bahwa tata kelola perusahaan memiliki 

dampak positif pada pengembangan serta pengelolaan IC perusahaan, yang dianggap sebagai suatu 

sistem bisnis, serta dapat memastikan para investor memperoleh informasi tentang penjualan dan 

kinerja keuangan perusahaan yang mampu melakukannya. 
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Puspitasari (2011), modal intelektual adalah suatu pengetahuan atau daya pikir dari sebuah 

perusahaan, dimana tidak ada bentuk fisiknya (intangible), dan suatu modal intelektual 

memungkinkan perusahaan untuk mencapai keuntungan tambahan atau pembentukan proses bisnis 

perusahaan dimana nilai yang didapat lebih tinggi dari para pesaingnya. Pengungkapan modal 

intelektual sendiri adalah salah satu pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar laporan 

keuangan mereka untuk meningkatkan informasi yang akan disampaikan pada para investor, 

pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para investor terhadap suatu 

perusahaan ketika memiliki informasi tentang aset tidak berwujud yang dapat menjadi nilai tambah 

dari perusahaan dibandingkan perusahaan lain. 

Guthrie & Petty (2000), menyimpulkan bahwa modal intelektual adalah salah satu komponen 

penting dalam memastikan kekuatan nilai suatu perusahaan dan kinerja ekonomi. Contoh dari 

komponen suatu modal intelektual adalah: (1) Modal manusia adalah kemampuan serta karakteristik 

dari karyawan perusahaan itu sendiri, termasuk pengetahuan dan keterampilannya, seperti 

antusiasme, tingkat kecerdasan, sikap, memiliki komitmen, kreativitas, dan kemampuan ingin belajar 

lebih. Dari beberapa hal tersebut maka akan muncul nilai tambah untuk perusahaan. (2) Modal 

internal adalah pengetahuan perusahaan yang bertujuan untuk mengubahnya menjadi modal manusia 

untuk menciptakan nilai tambah pada perusahaan. Komponen ini meliputi berbagai sistem yaitu 

informasi, teknologi, distribusi, produksi, dan lainnya. (3) Modal eksternal adalah suatu kemampuan 

dari perusahaan untuk menambah nilai perusahaan dengan cara berinteraksi dengan beberapa pihak 

eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya 

Dewan komisaris Perusahaan adalah merupakan komponen dari perusahaan saham 

gabungan yang bertanggung jawab untuk pengawasan umum atau teknis dan nasihat kepada direksi 

berdasarkan anggaran dasar. Ukuran dewan komisaris adalah mengukur berapa jumlah dari dewan 

komisaris keseluruhan. Di Indonesia, aturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 menyebutkan dewan komisaris paling sedikit terdiri dari dua 

orang anggota, dan salah satu anggotanya yaitu komisaris independen. Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 28, dewan komisaris bertanggung jawab atas kebijakan 

manajemen pengawasan manajemen umum, dan pengawasan terkait emiten dan perusahaan publik. 

Tidak hanya untuk menasihati dewan. Fama & Jensen (1983) mengemukakan bahwa kinerja dan 

tugas direksi dipengaruhi oleh jumlah dewan komisaris.  

Komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang tidak terafiliasi dengan 

pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komite lainnya. Di Indonesia, 

tugas dan tanggung jawab pejabat independen dirancang untuk menjalankan fungsi audit dengan 

melakukan review informasi keuangan, manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan audit internal, 

Peraturan Organisasi Jasa Keuangan Tahun 2017 No. 57. Termasuk dalam isu tersebut. Fama dan 

Jensen (1983) berpendapat bahwa komposisi dewan merupakan mekanisme penting untuk 

mengurangi konflik pengambilan keputusan internal yang menyebar. Komposisi dewan direksi 

mengacu pada campuran direktur internal (paruh waktu) dan direktur eksternal (paruh waktu). Di 

Indonesia, direktur internal disebut dewan dan direktur eksternal disebut komite. 

Laporan keuangan telah lama memainkan peran penting dalam pemegang saham dalam tata 

kelola perusahaan (Dhillon & Rossetto, 2009). Edmans (2014) berpendapat pemegang saham utama, 

yang disebut blockholders, memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan. Dimana ukuran 

saham yang terdapat pada perusahaan dapat menanggung biaya untuk pengawasan manajer. Dou et. 

al. (2016) mengemukakan akan tidak ekonomis untuk pemegang saham individu dalam menanggung 

biaya pemantauan yang signifikan karena mereka hanya menerima sebagian kecil dari keuntungan 

mereka. Hal ini terjadi ketika perusahaan tidak memiliki pemegang saham yang memiliki 

kepentingan pengendali (wide ownership). Oleh karena itu, blockholder membantu meningkatkan 

kualitas dan transparansi laporan. 

Kepemilikan pemerintah adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan instansi pemerintah 

memiliki saham dalam perusahaan (Eng dan Mak, 2003). Kepemilikan pemerintah membantu 

menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Hal ini karena pemerintah telah 

memiliki mekanisme dan aturan yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga menjadi fasilitator 

yang efektif dan efisien sebagai pemantau kinerja bisnis. Firer dan Williams (2005) berpendapat 

bahwa direksi akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan IC yang melayani 

kepentingan perusahaan secara keseluruhan. 
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Masa jabatan dapat didefinisikan sebagai lamanya seseorang harus menjabat. Byrd et al. 

(2010) berpendapat bahwa hubungan antara komisaris dan direksi yang bersifat jangka panjang akan 

menimbulkan masalah institusi serta dapat mengurangi efektivitas dalam hal pengawasan 

manajemen. Vafeas (2003) menyatakan bahwa masa jangka panjang yang dimiliki dewan dapat 

berpengaruh positif dengan memberikan pengetahuan yang lebih banyak tentang perusahaan serta 

lingkungan bisnisnya yang berubah. Dibandingkan dengan hubungan erat dengan manajemen tidak 

terlalu efektif bagi dewan untuk mengawasi perilaku manajemen.  
 

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976), adalah kontrak antara satu orang atau lebih 

(principal) yang dimana melibatkan orang lain (agent) dimana membuat suatu keputusan yang tepat 

berdasarkan konflik kepentingan yang ada. Menurut teori keagenan, hubungan prinsipal-agen perlu 

menggunakan informasi secara efisien dalam suatu organisasi untuk meminimalkan asimetri 

informasi dan biaya berbasis risiko (Eisenhardt, 1989). 

 

Asumsi dari teori agensi sendiri mengandaikan bahwa baik prinsipal maupun agen saling 

bekerjasama untuk memaksimalkan segala kepentingan individu. Namun jika tujuan dari keduanya 

berbeda akan memunculkan konflik kepentingan yang baru. Dengan demikian maka manajer 

cenderung akan lebih fokus pada proyek dan investasi yang menghasilkan laba yang besar dengan 

jangka waktu yang singkat daripada berfokus untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham 

melalui proyek yang menguntungkan namun memerlukan jangka panjang. 

 

Meningkatkan pengungkapan IC perusahaan adalah salah satu cara untuk mengurangi biaya 

keagenan. Manajemen didorong untuk melakukan pengungkapan IC berdasarkan teori keagenan 

yang akan berdampak untuk mengurangi asimetri informasi. Dengan begitu agen sangat diharapkan 

untuk dapat mengungkapkan informasi sepenuhnya dalam mengurangi konflik. 

 

Ukuran Dewan 

Ukuran dewan bertujuan untuk mengetahui berapa banyak jumlah anggota dewan komisaris 

pada suatu perusahaan. Fama & Jensen (1983) menunjukkan bahwa angka ini yang akan 

mempengaruhi persepsi tanggung jawab direksi. Dalam teori agensi sendiri, tingkatan dewan yang 

lebih besar dapat mengungkapkan masalah agensi hanya karena dewan tersebut menyediakan lebih 

banyak keahlian, pengawasan administratif, serta akses ke berbagai sumber daya yang luas. 

Selain itu, karena banyak direksi bekerja, ketidakpastian dalam asimetri informasi dapat 

dikurangi (Fauzi & Locke, 2012). Mahoney & Wang (2009) bahwa menambahkan anggota dewan 

dapat memberikan informasi lebih serta memberikan sumber daya yang berguna dan berpotensi baik. 

Oleh karena itu, semakin besar dewan, semakin kompetitif perusahaan secara langsung dan semakin 

baik pada lingkungan bisnis. 

Di sisi lain, beberapa penelitian mendukung dewan yang lebih kecil. Contohnya adalah 

Jensen (1993). Dia berpendapat bahwa untuk penyesuaian yang lebih kompleks, semakin besar 

dewan, semakin kurang efektif untuk mengelola laba, jika lebih banyak direktur menggunakannya. 

Selain itu, memiliki lebih dari tujuh atau delapan anggota cenderung membuat koordinasi dan 

komunikasi menjadi kurang efisien dan lebih sulit untuk dikelola, sehingga dewan yang lebih kecil 

dapat meningkatkan kinerja. 

Di Indonesia, menganut peraturan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 33 

Tahun 2014 mengatur bahwa direksi (dewan komisaris) paling sedikit memiliki dua orang direktur, 

salah satunya harus merupakan pejabat independen. Berdasarkan teori keagenan diharapkan semakin 

banyak komisaris memiliki hubungan yang lebih penting dengan pengungkapan IC, mengingat 

semakin banyak komisaris dapat meningkatkan efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini 

didasarkan pada hipotesis sebagai berikut: 
H1: U k u r a n  D e w a n  m e m i l i k i  d a m p a k  p o s i t i f  p a d a  t i n g k a t  

p e n g u n g k a p a n  I C
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Komisaris Independen 

Komisaris independen yang bereputasi baik dapat melakukan motivasi serta dapat 

meningkatkan perusahaan dalam segi kuantitas dan kualitas pengungkapan (Huafang & Jianguo, 

2007). Cerbioni & Parbonetti (2007) menyatakan bahwa dalam menjalankan model tata kelola pada 

perusahaan yang benar adalah ditunjukkan antara lain oleh dewan direksi yang terdiri dari direksi 

luar yang berperan aktif dalam pengawasan kegiatan ini penting dalam meningkatkan kualitas 

pengungkapan IC perusahaan secara keseluruhan. Akhirnya, Li et al. (2008) Dengan keahlian serta 

pengalaman yang luas dari direktur non-eksekutif, manajemen mengakui hubungan antara posisi 

pengungkapan dan nilai keuntungan di luar kepatuhan ritualistik dan non-kritis terhadap norma-

norma yang ditetapkan. Dalam mengambil posisi lebih agresif, cerdas mencerminkan nilai modal 

intelektual. 

Yang terjadi di Indonesia, direktur eksternal diwakili oleh komisaris independen. Sesuai 

dengan Pasal 33 dan 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, komisaris independen adalah anggota 

dewan komisaris dimana berasal dari pihak luar emiten atau dari perusahaan publik dan telah 

memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Jika pengurus terdiri dari dua orang atau lebih, 

maka jumlah anggota independen dalam komposisi itu paling sedikit 30% dari jumlah seluruh 

anggota pengurus. Semakin tinggi persentase pejabat independen, semakin tinggi pengungkapan IC, 

mengingat pejabat independen mendapat manfaat dari motivasi reputasi untuk mengelola manajer 

dengan lebih baik dengan banyak anggota dewan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas 

pengungkapan perusahaan. Dari hasil ini, hipotesis penelitian bahwa: 

H2: Independensi Dewan Komisaris memiliki dampak positif terhadap tingkat pengungkapan 

IC 

 

Kepemilikan Blockholder 
Pemilik blockholder memiliki peran yang lebih besar untuk memantau serta mendisiplinkan 

manajer dalam mengatasi masalah keleluasaan yang timbul dari kepemilikan yang terdesentralisasi 

(Shleifer & Wishny, 1986). Edmans (2014) berpendapat bahwa pemegang saham utama mempunyai 

peran penting dalam tata kelola perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kepemilikan 

blockholder memberikan dorongan untuk menanggung biaya pengawasan manajemen. Sementara, 

Dou et al. (2016) berpendapat bahwa pemegang saham tidak memiliki kepemilikan mayoritas (yaitu 

kepemilikan luas), ternyata kurang berpengaruh dalam menanggung biaya pemantauan yang 

signifikan karena pemegang saham individu menerima sedikit manfaat. Oleh karena itu, pemegang 

blockholder membantu meningkatkan kualitas dan transparansi laporan. White et al. (2007) 

menyatakan bahwa suatu konsentrasi kepemilikan yang rendah setara dengan pengendalian 

manajemen, dan sebaliknya sama dengan pemilik manajemen. Sedangkan Li et al. (2008) 

menyatakan blockholder memiliki akses ke informasi bisnis yang mereka butuhkan, memberikan 

pemantauan yang efektif dan mengurangi misinformasi. 

Berdasarkan efektivitas pemegang blockholder yang merupakan bagian dari tata kelola 

perusahaan serta memiliki kemampuan dalam menekan manajer dalam meningkatkan praktik 

akuntabilitas, transparansi, dan pengungkapan, semakin tinggi persentase pemilik pemegang blok, 

semakin besar pengungkapan IC. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada hipotesis sebagai 

berikut:  

H3: Kepemilikan Blockholder memiliki dampak positif terhadap tingkat pengungkapan IC 

 

Kepemilikan Pemerintah 
 

Eng dan Mak (2003) mendefinisikan bahwa kepemilikan pemerintah adalah bagian saham 

yang dimiliki oleh pemerintah serta lembaga terkait. Firer dan Williams (2005) menyimpulkan 

kepemilikan dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan dan berpengaruh pada praktik 

pengungkapan, termasuk masalah tentang IC. Mereka menunjukkan bahwa direksi perusahaan lebih 

berfokus pada langkah-langkah seperti pengembangan sumber daya manusia serta IC yang memiliki 

manfaat bagi pemerintah. Direktur memakai pengungkapan IC dalam memberikan indikasi kepada 

lembaga serta publik bahwa telah menerapkan kebijakan pemerintah pada bidangnya masing-masing 

Secara empiris, hubungan yang terjadi antara kepemilikan pemerintah serta pengungkapan 

IC belum dipelajari lebih rinci. Pada umumnya, yang terjadi antara kepemilikan pemerintah dan 

pengungkapan IC adalah hubungan yang menunjukkan pengaruh positif. Firer dan Williams (2005) 
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di Singapura, Gan et al. (2013) dan Haji dan Ghazali (2013) di Malaysia menemukan hubungan 

positif serta sangat signifikan yang terjadi antara proporsi kepemilikan pemerintah dan 

pengungkapan IC. Dengan banyaknya tekanan yang luar biasa dari pemerintah serta masyarakat agar 

perusahaan lebih transparan dalam pengelolaannya, maka perlu adanya pengungkapan informasi 

yang lebih komprehensif mengenai aset perusahaan, termasuk IC, yang erat kaitannya dengan 

penciptaan nilai perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada hipotesis berikut: 

 

H4: Kepemilikan Pemerintah memiliki dampak positif terhadap tingkat pengungkapan IC 

 

Masa Jabatan Dewan 

Studi tentang masa jabatan yang dimiliki dewan masih sangatlah terbatas serta memberikan 

bukti yang bertentangan tentang bagaimana dampak dari masa jabatan pada dewan direksi 

perusahaan. Vafeas (2003) menyatakan bahwa sebagai dewan direksi meningkat dalam masa jabatan, 

mereka menjadi lebih berpengetahuan tentang perusahaan serta dalam perubahan lingkungan bisnis. 

Oleh karena itu, dengan hubungan yang baik antara manajemen dapat mengakibatkan terjadinya 

kinerja dewan yang kurang efektif dalam tugasnya memantau tentang perilaku manajemen. Byrd et 

al. (2010) menemukan mengenai hubungan jangka panjang yang terjalin antara dewan komisaris 

dengan dewan direksi dapat meningkatkan masalah keagenan serta dapat mengurangi tingkat 

efektivitas dari fungsi pengawasan pada manajemen. 

 
Beberapa penelitian mengenai dampak masa jabatan anggota dewan pada pengungkapan 

sosial perusahaan menunjukkan dampak yang sama pada pengungkapan IC dan menunjukkan masa 

kerja anggota dewan memiliki pengaruh negatif dalam pengungkapan CSR (Handajani et al., 2014). 

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian Vafeas (2003) dan Byrd et al., (2010). Oleh sebab itu, 

penelitian ini didasarkan pada hipotesis berikut:  

 

H5: Masa Jabatan Dewan memiliki dampak negative terhadap tingkat pengungkapan IC 

 

METODE PENELITIAN 
 

Variabel Penelitian 

Variabel dependen penelitian ini adalah pengungkapan IC. Pada pengungkapan 

pendorongnya dan melaporkan bahwa isi dalam laporan paling sering digunakan dalam aktivitas 

pengukuran tingkat pengungkapan IC. Dalam pendekatan ini, informasi kualitatif serta kuantitatif 

dibagi dalam beberapa kategori tertentu untuk memperoleh pola penyajian dan pelaporan informasi 

(Guthrie et al., 2004). Studi empiris sebelumnya (Guthrie & Petty, 2000; Li et al., 2008; Abeysekera, 

2010; Haji & Ghazali, 2013) menggunakan pendekatan dikotomi (tanpa bobot) untuk mengukur 

tingkat pengungkapan IC. Pada pendekatan ini, nilai "0" digunakan untuk tidak adanya item yang 

muncul serta nilai "1" diberikan saat item muncul. Untuk setiap perusahaan, peneliti meninjau 

laporan tahunan perusahaan untuk mengidentifikasi kemunculan 24 kata kunci dan mencatat skor 

dalam lembar kode. Skor pengungkapan keseluruhan dihitung untuk setiap perusahaan dan diindeks 

untuk mengukur tingkat pengungkapan relatifnya. Indeks adalah rasio skor pengungkapan aktual 

perusahaan dengan jumlah maksimum yang mungkin (yaitu, 24). 

Variabel independen penelitian ini adalah ukuran dewan (BSIZE), dewan komisaris 

independen (OUT), kepemilikan blockholders (BLOK), kepemilikan pemerintah (GOV), dan masa 

jabatan dewan komisaris (BTENURE). Ukuran dewan adalah metode yang digunakan untuk 

mengukur berapa total anggota dewan komisaris. Dalam pengukurannya variabel ini memakai 

pengukuran secara umum dalam pengukuran dewan direksi. Dengan menggunakan jumlah anggota 

direksi digunakan pada pengukuran dewan komisaris. 

Dewan komisaris independen merupakan campuran yang terdiri antara dewan direksi internal 

(eksekutif) serta eksternal (non-eksekutif). Dalam pengukurannya variabel ini menggunakan 

persentase komisaris independen dibandingkan menggunakan jumlah dewan komisaris. 

Kepemilikan blockholder adalah a) Kepemilikan saham yang jumlahnya lebih dari 5%; b) 

Saham dimiliki oleh karyawan, direktur, atau anggota keluarganya; c) Saham dimiliki oleh bank; d) 

Saham dimiliki oleh perusahaan lain (kecuali perusahaan dalam status digadaikan); e) Saham 

dimiliki oleh seseorang karena adanya tunjangan pension. Untuk mengukur variabel dengan 
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menggunakan persentase kepemilikkan saham yang dimiliki adalah minimal 5% (persen) dari jumlah 

saham beredar yang digunakan dalam perhitungan persentase kepemilikan blockholder. 

Kepemilikan pemerintah adalah persentase saham yang dimiliki pemerintah serta instansi 

terkait pemerintah dalam suatu perusahaan. Kepemilikan pemerintah dapat dihitung dengan 

membandingkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah dengan jumlah yang 

beredar. Persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah minimal 5% (persen) dari keseluruhan 

saham yang dikeluarkan. 

Masa jabatan yang dimilki dewan komisaris adalah rata-rata masa jabatan dewan komisaris 

dalam suatu korporasi. Untuk mengukur variabel tersebut dengan ukuran umum, dalam penelitian 

ini menggunakan rata-rata masa kerja dewan komisaris dalam perusahaan. 

 
 

Populasi & Sampel 
 

Populasi berdasarkan kumpulan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Populasi terhitung sebanyak 50 perusahaan. Periode waktu selama tiga tahun (2018-

2020) digunakan untuk penelitian ini. 

Metode purposive sampling digunakan oleh peneliti karena peneliti membutuhkan 

perusahaan yang menyediakan informasi berkaitan dengan variabel-variabel yang dipakai secara 

lengkap. Purposive sampling dilakukan agar sampel mampu mewakili populasi yang dipilih atau 

bersifat representatif. Pertimbangan yang diperlukan peneliti untuk mengambil sampel yang 

dgunakan yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit pada Bursa Efek Indonesia 

secara berturut-turut pada tahun 2018-2020 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan 

4. Memberikan data yang peneliti butuhkan untuk mengukur variabel dependen, variabel 

independen yang ditetapkan pada penelitian ini. 

 

Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan 

data melalui laporan tahunan perusahaan manufaktur yang dipublikasi pada situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan situs resmi dari perusahaan terkait.  Data yang digunakan dalam bentuk laporan 

tahunan perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI dengan rentang waktu 2018-2020. 

 

Metode Analisis 

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menguji hipotesis antara lain:  uji statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, uji korelasi dan uji hipotesis. Dengan menggunakan metode analisis, 

peneliti dapat menemukan arah dan mengukur besarnya efek dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Maka peneliti akan mengetahui arah dan efek dari ukuran dewan (BSIZE), dewan 

komisaris independen (OUT), kepemilikan blockholders (BLOK), kepemilikan pemerintah (GOV), 

dan masa jabatan dewan komisaris (BTENURE). Persamaan regresi akan dilakukan untuk menguji 

sejumlah hipotesis yang disediakan, dengan cara sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

 

BSIZE     = Ukuran Dewan GOV            = Kepemilikan Pemerintah 

OUT        = Komisaris Independen BTENURE  = Masa Jabatan Dewan 

BLOCK   = Kepemilikan Blockholder 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Objek yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari populasi dan kriteria-kriteria yang 

sudah ditentukan menggunakan purposive sampling, beberapa sampel yang didapat terkandung 

dalam tabel 1. 
 

Tabel 1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2020 193 

2 Perusahaan manufaktur yang memiliki data informasi yang 

kurang lengkap 

(143) 

  

Sampel penelitian 

 

50 

 Lama penelitian (tahun) 3 

 Jumlah sampel penelitian 150 

 

 

 
Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Min Max Mean Standard 

Deviation 

ICD 150 0,208 1,000 0,71109 0,214563 

BSIZE 150 2,00 10,00 4,820 1,88982 

OUT 150 0,143 0,800 0,39873 0,115423 

BLOCK 150 0,00 0,977 0,68789 0,231059 

GOV 150 0,00 0,81 0,0388 1,60089 

BTENURE 150 0,50 20,50 6,20657 4,294238 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2022 
 

Tabel 3 

Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis t Signifikansi Hasil 

Ukuran dewan memiliki dampak positif pada 

tingkat pengungkapan IC 
0,056 0,000 

H1 

diterima 

 

Independensi dewan komisaris memiliki 

pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

IC 

0,398 0,002 
H2 

diterima 
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Kepemilikam blockholder memiliki pengaruh 

positif terhadap tingkat pengungkapan IC 

 
-0,353 0,000 

H3 

ditolak 

Kepemilikam pemerintah memiliki pengaruh 

positif terhadap tingkat pengungkapan IC 

 
0,092 0,388 

H4 

ditolak 

Masa jabatan dewan komisaris memiliki 

pengaruh negatif terhadap tingkat 

pengungkapan IC 
-0,001 0,591 

H5 

ditolak 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2022 

 

  

Interpretasi Hasil 
 

Hipotesis 1 

Dampak dari ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan IC dalam perusahaan 

manufaktur yang berada di Indonesia telah dilakukan pengujian hipotesis pertama. Dan 

menghasilkan tingkat signifikansi atau p-value sebanyak 0,000 serta koefisien beta sebanyak 0,056 

dengan demikian hipotesis pertama diterima. Dengan begitu, maka terdapat dampak positif antara 

ukuran dewan komisaris dalam pengungkapan IC. Pengujian pada hipotesis pertama digunakan 

dalam menguji dampak ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan IC yang terjadi di 

perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Hasil yang telah dilakukan pada pengujian ini 

menandakan bahwa nilai probabilitas sebanyak 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sebagai akibatnya 

hipotesis pertama dinyatakan diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak positif 

antara ukuran dewan komisaris dalam pengungkapan IC. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dampak yang positif serta signifikan yang 

terjadi antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan IC. Dengan kata lain, semakin banyak 

anggota dewan komisari yang dimiliki pada perusahaan, maka semakin banyak pengungkapan IC 

yang akan dihasilkan pada perusahaan. Pada perspektif teori agensi, semakin besar jumlah dewan 

komisaris, semakin mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi. Menambahkan anggota pada 

dewan komisaris dapat menambah informasi serta sumber daya yang bermanfaat. Selain itu, 

peningkatan jumlah dewan secara langsung akan meningkatkan daya saing pada perusahaan serta 

dapat meningkatkan lingkungan perusahaan dalam keterbukaan informasi dalam pengungkapan yang 

lebih baik. Oleh karena itu, dikatakan bahwa lebih banyak dewan cenderung mengungkap masalah 

pemerintah untuk memberikan lebih banyak keahlian serta pengawasan administratif, dan akses 

untuk sumber daya yang lebih besar lagi. 
 

Hipotesis 2 

Pada Pengujian hipotesis kedua digunakan untuk menguji dampak positif antara persentase 

komisaris independen dan pengungkapan IC dalam perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. 

Hasil dari pengujian menjelaskan tingkat signifikansi p-value sebanyak 0,02 jika nilai lebih kecil dari 

0,05 serta nilai koefisien beta sebanyak 0,398 dengan demikian hipotesis kedua diterima. Maka dapat 

menyimpulkan antara persentase komisaris independen dan pengungkapan IC memiliki dampak 

positif.  

Hasil pengujian dalam penelitian ini menerangkan bahwa terdapat dampak positif serta 

signifikan yang terjadi pada persentase komisaris independen dan pengungkapan IC. Dengan kata 

lain, semakin banyak total anggota komisaris independen pada perusahaan, semakin banyak IC yang 

dapat diungkapkan. Lebih banyak perwakilan eksternal atau komisaris independen sering 

direkomendasikan karena cenderung lebih objektif dalam memantau perilaku administratif. 

Manajemen lebih objektif pada penerapan tindakan manajemen akan memfasilitasi pengungkapan 

informasi perusahaan yang lebih objektif dan lebih luas untuk mengurangi asimetri yang terjadi di 
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dalam perusahaan. 
 

Hipotesis 3 

Pada Uji hipotesis ketiga dilakukan menguji dampak positif yang terjadi dalam kepemilikan 

pemilik blockholder dan pengungkapan IC pada perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. 

Hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,000 jika nilainya lebih kecil 

dari 0,05 serta koefisien beta sebesar -0,353, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat dampak negatif antara kepemilikan pemilik blockholder dengan 

pengungkapan IC.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif serta signifikan antara 

kepemilikan pemilik blockholder dengan pengungkapan IC. Dengan kata lain, semakin tinggi 

persentase perusahaan yang dimiliki oleh blockholder, semakin rendah pengungkapan IC yang 

dihasilkan. Sedangkan perspektif teori keagenan, dikatakan bahwa manajemen dapat mengurangi 

biaya keagenan serta dapat memberikan tekanan pada manajer dalam bertindak untuk kepentingan 

pemegang saham. Sumber daya dan keahlian adalah untuk mengatasi masalah keagenan yang muncul 

dari kepemilikan yang terdesentralisasi, karena pemilik blockholder saham yang besar dapat 

dikenakan biaya administrasi karena tingkat kepemilikan perusahaan. Dalam hal ini berarti memiliki 

peran yang lebih dalam memantau serta mendisiplinkan manajer. Oleh karena itu, apabila tidak 

memiliki kepentingan mayoritas, pemegang saham individu kurang ekonomis dalam mengeluarkan 

biaya pemantauan, karena hanya memperoleh sedikit manfaat. Oleh sebab itu, pemilik blockholder 

dapat melakukan peningkatan kualitas serta transparansi laporan pengungkapan IC.  

 
Hipotesis 4 

Pada pengujian hipotesis keempat menggunakan dampak positif antara kepemilikan 

pemerintah dan pengungkapan IC pada perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Hasil pada 

penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi atau p-value sebesar 0,388. Dimana, nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05 dan koefisien beta adalah 0,098, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. 

Dapat disimpulkan tidak terdapat dampak positif antara kepemilikan pemerintah pengungkapan IC. 

Hasil pengujian dalam penelitian ini menjelaskan tidak terdapat dampak positif dan 

signifikan yang terjadi pada kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan IC. Dengan kata lain, 

mayoritas persentase kepemilikan pemerintah, semakin tinggi pengungkapan IC yang akan 

dihasilkan. Dilihat pada perspektif teori keagenan, pemerintah cenderung menilai praktik serta 

pengungkapan tata kelola perusahaan yang tepat menjadi sarana untuk melindungi pemegang saham 

serta untuk mengurangi asimetri informasi. Manajemen melakukan pengungkapan IC untuk 

menginformasikan pada pihak berwenang dan masyarakat umum bahwa pemerintah telah melakukan 

penerapan kebijakan sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan sumber daya manusia. 

Karena tingginya tingkat kepemilikan pemerintah, maka tingkat pengungkapan IC akan lebih luas, 

terutama di bidang sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena pengungkapan IC berfokus pada 

pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat. 

 
Hipotesis 5 

Pada pengujian hipotesis kelima digunakan dalam menguji dampak negatif antara masa 

jabatan dan pengungkapan IC pada perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Hasil 

pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau p-value sebesar 0,459. Dimana nilainya lebih besar 

dari 0,05, koefisien beta 0,002, dengan demikian hipotesis kelima ditolak. Dapat disimpulkan bahwa 

masa jabatan dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan IC. 

Hasil pada pengujian statistik deskriptif menghasilkan nilai maksimum dan minimum dari 

variabel masa jabatan dewan komisaris adalah 0,5 dan 20,50. Di sisi lain, nilai mean dan standar 

deviasi adalah 6,2065 dan 4,29423. Maksimal masa jabatan dewan komisaris jauh dari rata-rata dan 

standar deviasi. Nilai ini menghasilkan nilai ekstrim dan mungkin merupakan tanda hubungan yang 

tidak signifikan antara variabel yang diuji.  

Karena situasi yang dihadapi di Indonesia, beberapa perusahaan cenderung memberikan 

informasi yang lebih komprehensif setiap tahun. Kondisi ini menyatakan bahwa jika anggota dewan 

komisaris perusahaan berubah selama periode tersebut, perusahaan akan terus meningkatkan laporan 

tahunan yang diterbitkan, terlepas dari berapa lama anggota dewan komisaris perusahaan telah aktif 

di perusahaan. 
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KESIMPULAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan, independensi 

dewan, kepemilikan pemilik blockholder, kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan dewan terhadap 

tingkat pengungkapan IC. Sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2020. 

Diimplementasikan oleh Guthrie et al. (2004) dan diterapkan kembali oleh Whiting & Miller (2008) 

dan Alfraih (2018) untuk menentukan ini berdasarkan kerangka kerja yang menentukan tingkat 

pengungkapan IC, dengan menggunakan analisis laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada BEI tahun 2018-2020. Selanjutnya, menguji hubungan antara pengungkapan IC 

dengan kelima hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda. 

Peneliti menemukan hasil bahwa ukuran dewan, independensi komisaris serta kepemilikan 

blockholder memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IC. Sementara itu, penelitian juga 

menemukan bahwa kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan komisaris tidak mempengaruhi IC.  

Hasil yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi menghasilkan nilai Adjusted R2 sebesar 

0,42 atau 42,2%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pengungkapan IC dapat dipengaruhi variabel 

ukuran dewan, independensi komite, kepemilikan blockholder, kepemilikan pemerintah, dan masa 

jabatan dewan komisaris. Tetapi 57,8% sisanya dijelaskan diluar variabel yang peneliti gunakan. 
 

Keterbatasan 

Peneliti menemukan beberapa keterbatasan selama melakukan penelitian, keterbatasan – 

keterbatasan tersebut berupa: 

1. Dari aspek struktur kepemilikan dari tata kelola perusahaan, terdapat variabel kepemilikan 

blockholder yang memiliki pengertian tentang kepemilikan saham di atas 5% oleh individu, 

keluarga, institusional dan manajerial sehingga masih bersifat umum dan dapat dilakukan 

investigasi yang lebih dalam. 

2. Tingkat pemahaman materi tentang penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan opini 

dalam penentuan tingkat pengungkapan modal intelektual. Perbedaan tersebut dikarenakan 

subjektivitas peneliti pada penelitian ini.  

Saran 

Untuk menangani keterbatasan diatas serta hal-hal lain yang berguna bagi penelitian 

selanjutnya, penulis memiliki sejumlah saran sebagai berikut: 

 

1. Penelitian pada tahap selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel kepemilikan 

saham di atas 5% oleh individu, keluarga, institusional dan manajerial. 

2. Pada hasil pengujian koefisiensi determinasi nilai yang terdapat pada Adjusted R2 sebesar 

0,422 atau 42,2%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan modal intelektual 

dipengaruhi oleh variabel ukuran dewan, independensi komite, kepemilikan blockholder, 

kepemilikan pemerintah, dan durasi. Sisanya 57,8% dijelaskan oleh variabel selain yang ada 

dalam model penelitian, dengan demikian peneliti menyarankan agar menambahkan variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. Profesionalitas 

dari dewan komisaris, jenis kelamin, ikatan, serta kualifikasi akademik.   
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